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Jakarta, 17 Maret 201 5

Kepada Yth.
Direktut Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pcnye&aan Petumahan - Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Jalan Raden Patah I No.l
Jakarta Selatan

Perihal: Permohonan Konfirmasi atas Keterkaitan anta-ra Sanksi yang Diterapkan oleh
Pemerintah Propinsi DKI Jakana dengan Konsep Hunian Berimbang yang Diatur di
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 201I

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami memohon penjelasan dari Bapak/lbu sehubungan dengan rencana transalai
klien kami yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perumahan dan permukiman.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mencatat beberapa hal
sebagai berikur:

l. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan

Lokasi/Lahan Tanpa lzin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarra ("Kepgub
64011992"\, setiap pembebasan lokasi/lahan seluas 5.000 m' arau lebih dan atau kurang
dari 5.000 m' yang terletak pada jalur protokol yang dilakukan oleh badan/perorangan
wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan l,okasi/lahan
(SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta.

2. Bahwa dalam hal badan/pe rorangan melakukan pembebasan lokasi/lahan tanpa terlebih
dahulu memperoleh SP3L, maka badan/perorangan tersebut akan dikenakan alternatif
sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dari Kepgub 64011992, yaitu sebagai berikut:

a. Gubernur Kepala Daerah dapat menguasai lokasi/lahan dimaksud untuk diatur dan

diterapkan lebih lanjut pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau;

b. Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pencadangan lokasi/lahan dimalaud
kepada pihak lain dengan ketentuan penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh

Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau;

Kepada Badan/Perorangan yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan permohonan SP3L dengan persyaratan sesuai dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Khusus Daerah lbukota Jakarta No. 540 tahun 1990

tanggal 3l Maret 1990, dan/arau Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah

dengan persyaratan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus

Daerah Ibukota Jakana No. Da. lll3l11l1972 ranggal 2 Februari 1972 temang

Penyempurnaan Prosedur Permohonan lzin Penunjukkan Penggunaan Tanah, serta,
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3.

dikenakan kewajiban tambahan yang diterapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

(i) Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun rumah sampai siap
. huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta fasilitasnya seluas 2070 dari areal

manfaat secara komersial yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan
oleh Gubernur DKI Jakarta;

(i0 Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun sampai siap pakai
bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan
kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta;

(iii) Diwajibkan membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana

dan atau, prasarana lainnya berdasarkan skala prioriras kebutuhan yang
ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Bahwa di dalam butir perrama dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1934 Tahun
2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun

Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT
("Kepgub 193412002") diatur sebagai berikut:

" Perhitungan nilai heuajiban ?eryediaan banganan Rumah Susun Murah/Scderhana yang
dihonver:i dcngan dtna oleh para pengembang pemegdng SIPPT, dengan rumusan sebagai

berikut:

a. Apabih pengembang ahan mcmbangun dan mengclola hewajiban Rumah Susun

Murah/Sederhana yang telzh ditctaphan tetuai tcrcantum dahm SIPPT fun bangunan
beserta fasilitasrya (Standzr Rumah Susun Murah/Sederhana, Dinas Perumahan),
penem?dtan dan harga bangunan ditetaphan oleh Gubernur Propinsi Daerah Khu:us

Ibukota Jaharta.

b. Apabih untuk membangun Rumab Susun Murah/Scdrhana yang tehh ditetaphan
dahm SIPPT dihibahhan (Konvcr:i) maha perhitungan nihi:

6ok x Luas Efehtifx (NJOP SIPPT Terbit + NJOP Tcrahhir) / 2l'

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (l) hurufh dari Undang-Undang No. 20 Tahun 20ll
Tentang Rumah Susun ("UU Rusun"), perencanaan pembangunan rumah susun

dilaksanakan berdasarkan konsep hunian berimbang, lebih lanjut dalam Pasal 16 ayar (2)

UU Rusun disebutkan sebagai berikut:

"Pehhu pembangunan rumah rusun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyediahan rumah susun umum sekurang-hurangnya 20%o (dua puluh perscn) dari total luat
hntai rumah susun homersial yang dibangun. " fN7

4.
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Sehubungan dengan hal-hal yang kami utarakan di atas, kami ingin meminta konfirmasi/penjelasan
dari Bapak/lbu atas hal-hal sebagai berikut:

l. Dalam hal terhadap klien kami telah diberlakukan sanksi oleh Pemerinrah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan pembangunan Rumah Susun Murah sebagaimana

diutarakan di butir 2 (c) di atas, apakah terhadap klien kami masih diberlakukan kewajiban
pelaksanaan konsep hunian berimbang sebagaimana diatur di dalam UU Rusun sebagai
kewajiban yang terpisah atau tambahan dari sanksi tersebut dalam butir 2 (c) di aras?

2. Dalam hal terhadap klien kami telah diberlakukan alternatif san ksi oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa pembayaran sejumlah nilai kompensasi sebagaimana

diutarakan di poin 3 di atas, apakah klien kami masih tunduk dengan kewajiban
pelaksanaan konsep hunian berimbang sebagaimana diatur di dalam UU Rusun?

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak/lbu dapat
memberikan tanggapan positif atas permohonan kami ini, sehingga nantinya maksud dan tujuan
klien kami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perumahan dan permukiman.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/lbu, sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS


